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BAB III 
PENUTUP 
 
1.  Kesimpulan 
    Pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan 
mengacu pada studi kasus narapidana Mery Jane, pada prinsipnya sudah dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu tentang 
Pemasyarakatan. Mary Jane dan Napi yang lain dibekali dengan pembinaan kepribadian dan 
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pembinaan kemandirian, akan tetapi sebagian Napi belum memahami secara spesifik apa saja yang 
menjadi hak-haknya sesuai yang tertuang dalam pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 12 Tahun 1995 dan bagaimana cara memperolehnya. 
 
2. Saran  
a.  Pemerintah hendaknya lebih memperhatikan lembaga pemasyarakatan,  agar warga binaan 
yang dibina di lembaga pemasyarakatan hendaknya dapat menjalani pembinaan dengan 
maksimal dan dapat dikembalikan lagi kemasyarakat. 
b. Lembaga Pemasyarakatan kelas II A, agar lebih meningkatkan kualitas Pembina agar semakin 
baik lagi dalam membina warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan, dan 
meningkatkan kerjasama dengan lembaga-lembaga/ instansi/ wirausaha yang menunjang 
pembinaan serta meningkatkan pengawasan baik dalam lembaga pemasyarakatan maupun saat 
sudah selelsai menjalani proses pembinaan. 
c.   Masyarakat agar dapat membantu proses pembinaan dengan tidak   mengucilkan atau 
menganggap jahat/mengintimidasi warga binaan yang keluar dari penjara. Membantu mereka 
untuk memperbaiki diri dan dapat berintegrasi dengan masyarakat kembali. 
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